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Abstract

The profession of a Notary and PPAT is vulnerable to being exploited by
perpetrators of money laundering and terrorism financing crimes, used to
hide or disguise the origin of their assets which are the result of criminal acts.
To minimize these activities, Notaries and PPATSs are appointed as one of the
reporting parties who are required to apply the principle of recognizing
service users. The problem that arises is why is the principle of recognizing
service users of Notaries and PPATs important to implement in Indonesia?
What is the scope of the obligations of PPATs and Notaries in implementing
the principle of recognizing service users in order to prevent money
laundering and terrorism financing? How does the application of the
principle of recognizing service users compare to Land Deed Officials with
Notaries in the perspective of preventing money laundering and terrorism
financing crimes? The research method used in this study is a normative legal
research type, with the nature of the research being descriptive analytical.
The research data source uses secondary data sources, consisting of primary
legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The
data collection techniques used are library techniques and interview
techniques, with data collection tools in the form of document studies and
questionnaires. The data analysis of this study uses qualitative method data
analysis. The results of the study concluded that the principle of recognizing
service users is important to be implemented in Indonesia, because it is based
on FATF recommendations aimed at eradicating money laundering and
terrorism financing, which will be beneficial for Indonesia in terms of
increasing the trust of business actors and investors in increasing their
business activities, so that investment funds will drive Indonesia's economic
growth. The scope of implementing PMPJ must at least include identification
of service users, verification of service users, and monitoring of service user
transactions. In practice, the implementation of PMPJ carried out by PPAT
is not as detailed as that implemented by Notaries.

Keywords: Notary, PPAT, Money Laundering, Terrorism Financing, PMPJ.

Abstrak

Profesi seorang Notaris dan PPAT rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan pelaku
tindak pidana pendanaan terorisme, dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
kekayaannya yang merupakan hasil dari tindak pidana. Meminimalisir kegiatan tersebut, Notaris dan PPAT
ditunjuk menjadi salah satu pihak pelapor yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna
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jasa. Permasalahan yang muncul adalah mengapa prinsip mengenali pengguna jasa Notaris dan PPAT
penting diterapkan di Indonesia? Bagaimana ruang lingkup kewajiban PPAT dan Notaris dalam
melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme? Bagaimana perbandingan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa kepada Pejabat
Pembuat Akta Tanah dengan Notaris dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis
penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian berupa deskriptif analitis. Sumber data penelitian
menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik
wawancara, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan kuesioner. Analisis data penelitian ini
menggunakan analisis data metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip mengenali
pengguna jasa penting diterapkan di Indonesia, karena didasarkan atas rekomendasi FATF yang bertujuan
untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang akan bermanfaat untuk
Indonesia dalam hal peningkatan kepercayaan pelaku usaha dan investor dalam meningkatkan aktivitas
bisnisnya, sehingga dana investasi akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ruang lingkup
dalam melaksanakan PMPJ sekurang-kurangnya harus memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi
pengguna jasa, dan melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa. Pada praktiknya, penerapan PMPJ yang
dilakukan oleh PPAT tidak sedetail yang dterapkan oleh Notaris.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, PMPJ.

Latar Belakang

Penerapan mengenali pengguna jasa diharapkan menjadi prinsip ketaatan bagi pihak pelapor
(PPAT/Notaris), mengingat pihak pelapor seharusnya yang mengetahui dengan siapa melakukan
transaksi. Dengan demikian harus diciptakan mekanisme maupun cara untuk setidaknya
menghindarkan diri dari kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak lainnya. Pada
hakikatnya Pihak Pelapor (salah satunya PPAT/Notaris), diberikan kewajiban untuk
memperhatikan berbagai transaksi yang dilakukan dihadapannya bersama dengan Kkliennya.
Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur:

1. Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan
informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat
identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh
Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya;

2. Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan
tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Setidak-tidaknya dipersyaratkan pada setiap transaksi yang dilakukan, Pihak Pelapor harus
mengetahui identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan terkait dengan transaksi, dan
sekaligus menjadi kewajiban bagi setiap Orang yang hendak melakukan transaksi dengan Pihak
Pelapor untuk memberikan informasi tersebut secara benar. Bagi pihak ketiga yang melakukan
transaksi untuk kepentingan pihak lain, juga diminta untuk wajib memberikan informasi mengenai
identitas diri orang yang diwakili, sumber dana, serta tujuan dari transaksi yang dilakukannya.

Selanjutnya Pasal 20 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan:
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1. Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan
Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain;

2. Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas
nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen
pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut;

3. Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

Merujuk pada ketentuan pada Pasal 20 tersebut di atas, ada keharusan untuk melakukan
kehati-hatian bagi Pihak Pelapor di dalam meneruskan transaksi dengan Orang lain manakala ada
pihak ketiga yang mewakili Pihak lain yang bertransaksi dengan dirinya. Pihak Pelapor wajib untuk
mengetahui dengan benar Pengguna Jasa yang bertransaksi dengannya, baik dalam hal bertindak
untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal Pengguna Jasa menolak untuk memberikan
identitas dan/atau dokumen pendukung sebagaimana diminta oleh Pihak Pelapor, maka Pihak
Pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut (vide Pasal 20 ayat (3) Undang Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Urgensi dilakukannya penelitian ini ialah melihat bahwa profesi seorang Notaris dan PPAT
rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Berdasarkan
peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa Notaris dan PPAT menjadi
salah satu pihak pelapor yang diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Adanya
kewajiban Notaris dan PPAT di dalam melaksanakan prinsip tersebut, dilatarbelakangi karena
pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan berlindung dibalik ketentuan
kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa.

Pengaturan kerahasiaan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan
Notaris, menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala
sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta
sesuai dengan sumpah/ janji jabatan. Dari kewajiban inilah yang akan dijadikan oleh pelaku tindak
pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, berlindung dari kewajiban
kerahasiaan data.

Rumusan Masalah.

1. Mengapa prinsip mengenali pengguna jasa Notaris dan PPAT penting diterapkan di Indonesia?

2. Bagaimana ruang lingkup kewajiban PPAT dan Notaris dalam melaksanakan prinsip
mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme?

3. Bagaimana perbandingan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah dengan Notaris dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme?
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian hukum normatif ini
adalah deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melakukan Teknik
Kepustakaan (Library Research) dan Teknik Wawancara (Field Research). Metode penelitian data
yang digunakan adalah metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pentingnya Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Ppat Dan Notaris
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, salah satunya Ibu Dewi Lestari,

menyatakan bahwa sebagai seorang Notaris & PPAT wajib menerapkan prinsip mengenali
pengguna jasa, demi melindungi profesi seorang Notaris & PPAT dari adanya tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Langkah yang dilakukan adalah berupa
mengenali pengguna jasanya (klien) yang datang menghadap kepadanya dengan cara
pemantauan, pengecekan profil, penelusuran maksud dan tujuan melakukan hubungan usaha,
hingga penelusuran kepastian transaksi yang akan dilakukan( wawancara dengan Notaris & PPAT
Dewi Lestari).

Sesuai dengan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), salah satu bentuk kegiatan yang dikategorikan sebagai
tindak pidana pencucian uang adalah orang yang membelanjakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, macam tindak pidana asal
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan tersebut.

Dalam konteks kegiatan “membelanjakan™ harta hasil tindak pidana asal inilah tidak
menutup kemungkinan dilakukan melalui pembuatan akta otentik kepada PPAT dan Notaris oleh
pengguna jasa.

Pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme secara umum melakukan tahapan-
tahapan tertentu yaitu placement yang kemudian diikuti dengan
tahapan layering dan integration(  Garnasih). Kegiatan placement adalah  langkah  untuk
mengubah uang hasil kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan
akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan, seperti menyimpan tunai di bank, asuransi,
atau membeli rumah, kapal, dan perhiasan. Kedua, tahapan layering, yaitu pelaku membuat
transaksi-transaksi dari dana ilegal ke dalam transaksi yang lebih rumit dan berlapis serta
berangkai dengan bentuk anonimitas untuk menyembunyikan sumber dari uang ilegal tersebut.
Terakhir, tahapan integration, yaitu pelaku memasukkan kembali dana hasil layering ke dalam
transaksi yang sah dan telah tidak terdapat hubungan dengan kejahatan asal dana illegal.
Mengacu pada ketiga tahapan tersebut, kegiatan pelaku pencucian uang untuk membuatkan akta
otentik sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan placement( Ibid).

Menyadari potensi penyalahgunaan perbuatan pencucian uang tersebut sebagai sarana
untuk melakukan tindak pidana, pemerintah sebagai tonggak dan garda terdepan menerbitkan
regulasi dan peraturan-peraturan dalam rangka terjadinya pencucian uang, dimulai dari terbitnya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang
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Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penerapan
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa Bagi Notaris, hingga Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa diatur sebagai salah satu prinsip untuk mencegah
terjadinya pencucian uang menurut Pasal 18 UU TPPU. Inti dari Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa dalam UU TPPU diimplementasikan meliputi tiga kegiatan, yaitu dilakukannya ldentifikasi
Pengguna Jasa, dilakukannya Verifikasi Pengguna Jasa, dan hingga dilakukannya Pemantauan
Transaksi Pengguna Jasa oleh PPAT dan Notaris. Dalam pendapat yang lain dirumuskan
sebagai customer identification, record keeping, dan suspicious transaction reporting( Amrani).
Arti penting Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang terwujud dalam kegiatan-kegiatan tersebut,
kemudian ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada Financial Intelligence Unit (dalam konteks
Indonesia terlembaga dalam PPATK) dan dapat dipergunakan untuk menelusuri proses
terjadinya pencucian uang sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan investigasi
lebih lanjut.

Terjaganya keamanan hukum tersebut dapat berlangsung jika PPAT dan Notaris yang
sebagaimana telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu pihak pelapor, maka PPAT dan
Notaris di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus menerapkan prinsip mengenali
pengguna jasa, tujuannya adalah mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Anti Pencucian
Uang dan menghindarkan PPAT dan Notaris dari ancaman pidana kedepannya. Prinsip
mengenali pengguna jasa menjadi penting bagi PPAT dan Notaris, guna menghindari praktek-
praktek tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena PPAT dan Notaris sebagai salah satu pihak
pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan diatas, Irmansyah Batubara, memberikan
pernyataan bahwa pemberlakuan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sangat berperan
penting di dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan
terorisme, sehingga dengan adanya penunjukkan beberapa pihak yang masuk kategori pelapor,
salah satunya Notaris & PPAT, maka sudah seharusnya menjalankan prinsip PMPJ dengan baik
dan benar hingga melaporkan seluruh transaksi yang mencurigakan( wawancara dengan Notaris &
PPAT Irmansyah Batubara). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Lila Meutia, memberukan
pernyataan bahwa salah satu tugas dan kewajiban Notaris & PPAT adalah menerapkan dan
menjalankan prinsip PMPJ, maka di dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya tersebut harus
melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan( wawancara dengan Notaris & PPAT Lila
Meutia, S.H).

Dengan menerapkan prinsip ini, PPAT dan Notaris dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap transaksi tanah yang dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum. Hal
ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dan
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lembaga yang terkait dengan keuangan. Transaksi tanah yang tidak dilakukan dengan benar
dapat menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang
terlibat. Dengan menerapkan prinsip ini, PPAT dan Notaris dapat membantu mencegah
terjadinya sengketa dan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang terlibat.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sangat penting dalam menjaga keamanan
hukum karena dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui transaksi tanah.
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang
melalui transaksi tanah. Dengan menerapkan prinsip ini, PPAT dan Notaris dapat
mengidentifikasi pengguna jasa, memverifikasi pengguna jasa, dan memantau transaksi yang
dilakukan pengguna jasa. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana pencucian
uang yang melalui transaksi yang dilakukan kepada PPAT dan Notaris.

Pentingya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini memberikan manfaat bagi
Indonesia, dimana akan memberikan kepercayaan pada pelaku usaha dan peningkatan investor
masuk ke Indonesia, sehingga aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan
maksimal. Manfaat dari meningkatnya investor masuk ke Indonesia akan menambah dana
investasi sehingga akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. pentingnya prinsip
ini juga diterapkan diikuti dengan kewajiban Indonesia untuk tetap melaporkan capaian
perkembangan pada rekomendasi FATF, dimana salah satunya terkait penerapan PMPJ.

2. Ruang Lingkup Kewajiban Ppat Dan Notaris Dalam Melaksanakan Prinsip
MengenaliPengguna Jasa
a. Kewajiban memutus hubungan usaha.

PPAT dan Notaris dalam melaksanakan aktifitas dan kegiatannya selama
menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, jika terdapat ketidaksinambungan antara
pengguna jasa maka PPAT dan Notaris dapat memutuskan hubungan usaha dengan
pengguna jasa, jika terbukti pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali
pengguna jasa dan PPAT dan Notaris tersebut meragukan kebenaran informasi yang
disampaikan oleh pengguna jasa (klien). Sehingga, jika terjadi aktifitas yang mencurigakan
menurut PPAT dan Notaris tersebut, dapat melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai kegiatan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Perihal pelaporan tersebut, maka PPAT dan Notaris dalam perjalanan melaksanakan
penerapan prinsip PMPJ dapat menghentikan penerapan PMPJ, jika terbukti adanya indikasi
transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang
dan/atau pendanaan terorisme, dan PPAT/Notaris memiliki keyakinan bahwa penerapan
prinsip PMPJ yang tengah dilakukan akan berpotensi melanggar ketentuan anti-tipping off.

Berbicara tentang mengenai pengaturan ketentuan anti tipping off, adalah kaitannya
dengan perlindungan informasi yang sifatnya rahasia yang tujuannya adalah untuk
mencegah Pengguna Jasa memindahkan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan
sehingga dapat menghalangi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang
(TPPU)( Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Dimana dengan adanya
ketentuan anti tipping off dalam rezim anti pencucian uang seharusnya tidak menjadi
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penghalang dalam mencegah dan memberantas tidak pencucian uang serta memaksimalkan
asset recovery.

Merujuk pada ketentuan The FATF Recommendation, bahwa ketentuan anti tipping
off diatur dalam Rekomendasi ke 21 dari The FATF Recommendations. Adapun sesuai
Rekomendasi 21 The FATF Recommendations dinyatakan bahwa:

Financial institutions, their directors, officers and employees should be:

Protected by law from criminal and civil liability for breach of any restriction on disclosure
of information imposed by contract or by any legislative,...... ( Article 21 The FATF
Recommendations).

Berdasarkan ketentuan The FATF Recommendations 21 tersebut, dinyatakan bahwa
baik itu lembaga keuangan, direktur, pejabat (dalam hal ini PPAT dan Notaris) maupun
karyawannya harus dilindungi dari tanggung jawab pidana dan perdata atas pelanggaran
pembatasan  pengungkapan inforamasi yang diberlakukan  oleh  ketentuan
legislatif/administratif.

b. Kewajiban menggunakan hasil PMPJ dari pihak ketiga.

PPAT dan Notaris dapat menggunakan hasil penerapan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kebijakan dan prosedur Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa serta tunduk pada pengawasan dari otoritas yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diingat bahwa, jika PPAT
dan Notaris menggunakan hasil Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh
pihak ketiga, tanggung jawab Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tetap berada pada PPAT
dan Notaris tersebut.

Dalam pelaksanaan menggunakan hasil PMPJ dari pihak ketiga, maka PPAT
diwajibkan memenubhi kriteria:

1) PPAT wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan
prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;

2) PPAT wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga
bersedia memenuhi permintaan inform asi dan Salinan Dokumen pendukung segera
apabila dibutuhkan oleh PPAT dalam rangka penerapan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa;

3) PPAT wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam ben tuk kesepakatan
tertulis; dan

4) PPAT wajib memastikan bahwa pihak ketiga tidak berkedudukan di negara berisiko
tinggi( ! Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang).

c. Kewajiban pencatatan transaksi dan sistem informasi.

Dalam kegiatan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (klien) oleh PPAT dan
Notaris, diamanatkan kepadanya untuk bertanggungjawab terhadap adanya pencatatan
transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi yang telah dilakukan, pemantauan,
hingga pada penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa
(kliennya). Sistem informasi atau pencatatan transaksi tersebut dapat dilakukan secara non-
elektronik maupun secara elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan
karakteristik dari PPAT dan Notaris tersebut.
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Kegiatan selanjutnya adalah PPAT dan Notaris diwajibkan untuk menatausahakan
dokumen seluruh pengguna jasa dan pemilik manfat (beneficial owner), dokumen-dokumen
yang dimaksud ialah dokumen transaksi pengguna jasa, dokumen pengguna jasa dan pemilik
manfat (beneficial owner) yang didapatkan PPAT dan Notaris untuk penerapan prinsip
mengenali pengguna jasa, dan dokumen korespondensi dengan pengguna jasa. Jika terdapat
potensi transaksi yang beresiko tinggi dari dokumen pengguna jasa dan pemilik manfat
(beneficial owner), maka PPAT dan Notaris wajib membuat dokumen analisis kewajaran
atas transaksi pengguna jasa tersebut.

d. Kewajiban memperbarui informasi dan dokumen.

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa
(klien), PPAT dan Notaris diwajibkan untuk melakukan upaya pengkinian (pembaharuan)
terhadap informasi dan/atau dokumen pendukung jika terdapat perubahan yang diketahui
langsung oleh PPAT dan Notaris yang bersumber dari pengguna jasa yang sama atau
informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan kegiatan pembaharuan tersebut
juga diwajibkan kepada PPAT dan Notaris untuk mendokumentasikan hasil pembaruan
informasi dan/atau dokumen yang telah diperolehnya.

Untuk mencegah digunakannya PPAT dan Notaris sebagai media atau tujuan pencucian
uang dan/atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal PPAT dan Notaris,
PPAT wajib melakukan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru
(pre-employee screening), dan melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil
karyawan yang akan direkrut. Dalam rangka peningkatan pengetahuan, PPAT dan Notaris
menyelenggarakan, mengikuti, atau mengikutsertakan karyawan dalam sosialisasi,
pelatihan, atau forum diskusi yang berkesinambungan mengenai:

1) penerapan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa,;

2) teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme; dan/ atau

3) kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta peran dan
tanggung jawab karyawan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau
pendanaan terorisme( Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang).

Kewajiban berikutnya ialah PPAT dan Notaris harus mengambil tindakan yang
diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi baru dalam skema
pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Tindakan ini dilakukan melalui
pengidentifikasian dan pengukuran mengenai risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang
dan/atau pendanaan terorisme sebelum pemanfaatan atau pengembangan teknologi baru.
Kegiatan ini juga tidak terlepas dari kewajiban PPAT dan Notaris untuk bekerja sama dengan
penegak hukum dan otoritas yang berwenang untuk memberantas tindak pidana pencucian uang
dan/ atau tindak pidana pendanaan terorisme.

3. Perbandingan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Ppat Dengan Notaris
Dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme
Dalam pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa, PPAT dan Notaris memiliki
beberapa perbedaaan dan memiliki persamaaan juga di dalam menjalankan kegiatan PMPJ.
Perbedaan yang signifikan terletak pada peraturan dasar/ dasar hukumnya. Peraturan yang
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menegaskan PPAT harus diwajibkan menggunakan prinsip PMPJ diamanatkan langsung melalui
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (lebih dikenal dengan istilah PPATK),
sedangkan peraturan yang menegaskan Notaris harus diwajibkan menerapkan prinsip PMPJ
diamanatkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan diatur lebih teknis
melalui surat edaran AHU.

Perbedaan lainnya terletak pada pelaksanaan verifikasi pengguna jasa, dimana PPAT
melakukan pemeriksaan kebenaran formal atas obyek dan subyek hak dalam pembuatan akta
otentik perbuatan hukum tertentu mengenai properti. Sedangkan Notaris di dalam melaksanakan
verifikasi pengguna jasa hanya melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen.
Persamaan di proses verifikasi pengguna jasanya terletak pada kegiatannya dilaksanakan
sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Perbedaan selanjutnya ialah pada pengkinian informasi dan atau data dari pengguna
jasanya, dimana dalam hal terdapat perubahan informasi atau data dari pengguna jasa PPAT
diwajibkan mendokumentasikan hasil pengkinian informasi atau dokumen, sedangkan Notaris
berkewajiban melakukan upaya pemutakhiran sesuai dengan KBBI. Pemutahkhiran sesuai
dengan KBBI ini tidak dilaksanakan oleh PPAT.

Perbedaan berikutnya adalah terletak pada pengawasan kepatuhan, dimana PPAT diawasi
langsung oleh PPATK terhadap pelaksanaan penerapan PMPJ, Perbedaan terakhir ialah terletak
pada ketentuan sanksi administratif, dimana PPAT diberikan sanksi berupa teguran tertulis
hingga diumumkan kepada publik mengenai tindakannya. Sedangkan Notaris, diberikan sanksi
yang tetap merujuk pada ketentuan di Undang-Undang Jabatan Notaris dan baik melaporkan
ataupun tidak melaporkan transaksi kaungan yang mencurigakan, maka akan tetap diaudit secara
acak/random.

Bagian akhir ialah dalam praktiknya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa di
Indonesia yang dilakukan oleh PPAT tidak sedetail yang telah dilakukan oleh Notaris, sehingga
PMPJ lebih efektif diterapkan pada Notaris.

KESIMPULAN

1. Prinsip mengenali pengguna jasa sangat penting untuk diterapkan di Indonesia, dilatarbelakangi
adanya rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) yang menerbitkan dokumen
khusus pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang tertuang dalam 40
rekomendasi FATF. Prinsip ini tercipta melalui lahirnya badan antar pemerintah yang dibentuk
dalam pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya untuk
memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan FATF adalah
untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah
hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan
ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

2. Ruang lingkup kewajiban PPAT dan Notaris dalam melaksanakan PMPJ ialah harus memuat
kewajiban untuk melaksanakan identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan
pemantauan transaksi pengguna jasa. Prinsip ini dilaksanakan dan dijalankan secara konsisten
dan berkesinambungan.

3. Perbandingan penerapan PMPJ oleh PPAT dengan Notaris dari aspek regulasi ialah untuk
Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017
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Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan petunjuk teknisnya diatur
dalam Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Sedangkan untuk PPAT diatur melalui Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari
aspek potensi terjadinya TPPU dan Pendanaan Terorisme berpotensi ketika Notaris dan PPAT
tidak menjalankan kewajibannya melaksanakan prinsip PMPJ. Pencegahannya dapat dilakukan
dengan menerapkan prinsip PMPJ sebelum diterbitkannya akta otentik. Dalam prakteknya
penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan oleh PPAT penerapannya tidak
sedetail yang diterapkan oleh Notaris, karena Notaris dalam prakteknya berpedoman pada
peraturan pelaksana PMPJ, sehingga ketika Notaris melaporkan maupun tidak melaporkan
kegiatan transaksi yang mencurigakan, maka Notaris akan tetap di audit oleh tim audit kepatuhan
PMPJ. Pada prakteknya, penerapan PMPJ oleh PPAT tidak terlaksana karena akta yang dibuat
olen PPAT telah melalui proses pengecekan dan verifikasi melalui BPN, BAPENDA
Kota/Kabupaten, dan KANWIL DJP. Akhirnya, penerapan pelaksanaan PMPJ lebih efektif
berada di Notaris.

Saran.
Untuk penyempurnaan penelitian ini, adapun saran dari penelitian ini, yakni:

1.

Seorang PPAT dan Notaris harus memahami dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa
dengan baik di dalam setiap pelaksanaan pembuatan akta otentik. Prinsip ini sangat erat
kaitannya dengan kewajiban seorang PPAT dan Notaris di dalam mengenali para pihak yang
datang menghadap kepadanya, sehingga dengan dilaksanakannya prinsip ini dengan baik, akan
membantu menghindarkan PPAT dan Notaris terjadinya tindak pidana pencucian uang hingga
pada penipuan yang bisa saja dilakukan oleh pengguna jasa.

Bagi Notaris disarankan agar selalu melakukan pengecekan ulang terhadap berkas dan
dokumen khususnya formulir Customer Due Diligence, formulir penilaian tingkat resiko,
hingga formulir Enhanced Due Diligence. Kemudian alangkah baiknya PPAT menyarankan
kepada pemerintah agar mengeluarkan juga surat edaran terkait formulir Customer Due
Diligence dan formulir Enhanced Due Diligence. Kegiatan ini penting untuk dijalankan dalam
setiap proses pembuatan akta otentik, sehingga prinsip ini akan menjadi tameng bagi Notaris
dan PPAT terhindar dari jeratan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pemerintah dalam hal ini sebagai pembentuk kebijakan, seharusnya menerbitkan regulasi yang
baru terkait prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris dan PPAT dan dalam hal tingkat
kepatuhan perlunya surat edaran kepada Notaris dan PPAT untuk melaporkan hasil.
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